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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG DIBENTUK DI DAERAH OLEH PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa rancangan peraturan daerah, rancangan
peraturan kepala daerah atau rancangan peraturan
perundang-undangan lain yang dibentuk di daerah,
harus diharmonisasikan oleh perancang peraturan
perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun
2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan
Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan dan Pembinaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-
undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang

Peraturan Perundang-undangan;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang
Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-
undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
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Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1698);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBENTUK DI DAERAH
OLEH PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Perancang Peraturan Perundang-undangan yang
selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri
Sipil baik di dalam dan/atau diluar Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia yang telah diangkat dalam
jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang atau instansi pembina

perancang untuk melakukan kegiatan pembentukan
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(1)

peraturan  perundang-undangan dan = penyusunan
instrumen hukum lainnya.

Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-
undangan yang selanjutnya disebut Pengharmonisasian
adalah proses penyelarasan substansi rancangan
peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan
peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi
peraturan perundang-undangan yang merupakan satu
kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum
nasional.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang yang
selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum, yang dilaksanakan oleh
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
Pemrakarsa adalah Kepala Daerah dan/atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota
termasuk Kepala Desa atau yang setingkat dan/atau
Badan Permusyawaratan Desa atau yang setingkat yang
mengajukan wusul penyusunan rancangan peraturan
daerah dan/atau peraturan kepala daerah.

Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi
manusia.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan
Perundang-undangan.

Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2
Perancang harus melakukan  Pengharmonisasian

rancangan  peraturan  perundang-undangan = yang

dibentuk di daerah.
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(2) Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan salah satu tahapan yang harus dipenuhi

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-
undangan yang dibentuk di daerah oleh Perancang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

a. rancangan Peraturan Daerah Provinsi;

b. rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

c. rancangan Peraturan Gubernur;

d. rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota;

e. rancangan Peraturan Desa atau yang setingkat; dan

f. rancangan Peraturan Kepala Desa atau rancangan

peraturan yang setingkat.

BAB II
PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBENTUK DI DAERAH

Pasal 4
Rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan
secara tertulis kepada Direktur Jenderal sebagai pembina
Perancang melalui Kepala Kantor Wilayah untuk dilakukan

Pengharmonisasian.

Pasal 5
(1) Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-
undangan yang dibentuk di daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk:

a. menyelaraskan dengan:
1. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan
perundang-undangan yang setingkat atau yang

lebih tinggi dan Putusan Pengadilan; dan
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